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Menimbang : a.

Mengingat 1.

b.

BT'PATI TULI'ITGAGUITG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Izin Gangguan agar dapat terlaksana
secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu
disusun petunjuk pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan
Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 21 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan lzir' Gangguan ;

Undang-Undang Nomor 226 Tahun 1926 tentang
Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan), yang
telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan
Staadblad Tahun 1940 Nomor 4501

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 renrang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I2S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tlembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4139);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2OO9
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor O9 Tahun
2010 Tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan
Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun
2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2Ol2 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
5l Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran;
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
50 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebauan;
Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 21
Tahun 2010 tentang Penyelenggar aan lzin Gangguan;
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MEMUTUSI(A"IT:

Menetapkan : PERATURAN BITPATI TENTANG pETUN.tttK PELAKSAI|AAN
PERATI'RAN DAERAII KABUPATEN TI'LUI{GAGUI{G NOMOR
2I TAHT'IT 2OIO TENTANG PEITYELENGGARAAN IZIN
GANGGUAI{.

A

BA8 I
KETENTUAN TIMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4' satuan Keq'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD adalah

unsur pembantu Bupati dalam penyerenggaraan pemerintahan Daerah
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di
bidang tertentu.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang_undangan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, y"y"""ar, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi totettir dan bentuk
usaha tetap.

7 ' Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adarah pemberian izin tempat
usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang
dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk
tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusar atau
Pemerintah Daerah.

8. Pelayanan Terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatuperizinan dan non perizinan yang mendapat pendel,egasian ataupelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki
kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya
{imulai dari tahap permohonan sampai tarrap leititnyu. ior.i ,,'"., y^rrg
dilakukan dalam suatu tempat.

9' Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang seranjutnya disebut
Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha- dan/atau
Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengarnbilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
Kegiatan.

10. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
hidup, yang selanjutnya disebut UKLUPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bag proses



11.

12.

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan
hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau Legiatan
yang wajib AMDAL atau UKLUpL.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi an i"i.' tertentulang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang-dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah Daerah daramrangka pemberian izin kepada orzrng pribadi atau Badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, p..rgitu.".r, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasar€rna, sarana atau fasilitas -tertentu 

guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menu^rt peraturan
peru_ndang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

lJ.

I't-

15.

16. Masa Retribusi adarah suatu jangka waltu reftentu yang merupakan bataswaktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jisa dan perizinan
tertentu dari pemerintah Daerah yang bersangku tan.

17. Surat setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat ssRD, adalahbukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Aupati.

18. Surat Ketetapan Retribusi., Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya juimlah pokok
retribusi yang terutang.

19' Surat Ketetapan Rebibusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkatSKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi y*f -".r.ntuian .lumlahkelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20' surat ragihan Retribusi Daerah, yang selan;utnya disingkat srRD, adalahsurat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau orrt 

"i ua*irristratif
berupa bunga dan /atau denda.

21' Pemeriksaa' adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengorahdata, keteran gan, d.an/atau bukti y.rrg dit.k""rri."rr'".""ru. olj.t tit 0..,profesional berdasarkan suatu standar pemeriksa".,t.,rrt,rk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusidan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuanperatur€rn perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.22' Penyidikan tindak pidana di bidang retribusr adarah serangkaian tindakanyang dilakukan oreh penyidik untuk mencari serta -""gJr"p"rt ' trttiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana ai tia"rrg-rt.ror"ryang te{adi serta menemukan tersangkanya.

-$)q
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Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak
menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman
dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-
menerus.
Indeks lokasi adalah angka indeks klarilikasi jalan yang ditetapkan
berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan.
Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang
mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri.

24.

25.

(1)

(21

(s)

(4)

(s)

BAB II
RUANG LINGKT'P

Paral 2

Gangguan terhadap lingkungan meliputi gangguan terhadap fungsi tanah,air tanah, sungai, laut, udara, gangguan yang bersumber dari
suara/kebisingan, gangguan dari getaran, dan gangguan dari bau.
Gangguan terhadap fungsi tanah dan air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah adalah terganggunya fungsi tanah dan air tanah
akibat adany a zat-z-at pencemar yang diakibatkan oleh suatu limbah dari
usaha dan/atau kegiatan.

Gangguan terhadap fungsi sungai dan laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah terganggunya fungsi sungai dan laut yang diakibatkan oleh
adanya pencemaran air yang ditimburkan dari suatu kegiatan / u saha baik
di sungai maupun di laut.
Gangguan terhadap kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
adalah terganggunya kualitas udara yang diakibatkan adanya p"rr""io.r*
udara.

Gangguan suara/Kebisingan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah
terganggunya kondisi lingkungan atau manusia yang diakibaikan olehadanya bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam
tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan ganggu; kesehatan
manusia dan kenyamanan lingkungan.
Gangguan Getaral sebegaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
terganggunya kondisi lingkungan atau manusi i yr,,g ii*iu.Ln ot.r,
adanya getaran mekanik.

Getaran. mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah getaran
yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia.

9-S1"" Bau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terganggunya
kondisi lingkungan atau manusia y"rrg di"LiU"tkan oleh 

"a""V"" 
t"iy""gtidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu

kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

BAB III
PERSYARATAN IZIN

Pasal 3

setiap kegiatan yang menimbulkan gangguan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (l) wajib memiliki tzin Ci-ngguan.

(6)

(71

(8)

(l)

re4
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(2) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemohon harus mengisi blanko permohonan bermaterai yang
dilampiri:
a. Fotokopi KTP Pemohon bag usaha perorangan atau akta pendirian

usaha bagi yang berbadan hukum;
b. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);

c. Fotokopi sertifikat kepemilikan tanah yang dilegalisasi oleh lembaga
yang berwenang;

d. Surat keterangan perubahan status tanah bagi tanah "s' menjadi
tanah "d" kecuali dalam hal lokasi tersebut sudah sesuai dengan
RTRW:

e. Berita acara sosialisasi atau pernyataan persetujuan dari tetangga;
f. Foto copy izin lokasi / pemanfaatan ruang bila diperlukan;
g. Surat pernyataan tidak keberatan pemilik tanah bermaterai Rp. 6.000,-

atau pe{anjian sewa menyewa dan foto copy KTP pemilik tanah bagi
pemohon yang tanahnya bukan miliknya sendiri;' h. Denah lokasi tempat usaha;

(3) Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat :

a. Nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
b. Nama perusahaan;
c. Alamat perusahaan;
d. Bidang usaha/kegiatan;
e. lokasi kegiatan;
f. Nomor telepon perusahaan;
g. Wakil perusahaan yang dapat dihubungi;
h. Ketersediaan sarana dan prasarana teknis yang diperlukan dalam

menjalankan usaha; dan
i. Pernyataan permohonan izin tentang kesanggupan memenuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Format Formulir permohonan izin gangguan sebagaimana terlampir dalam
l,ampiran I Peraturan Bupati ini.

BA'B IV
DOKT'MEI{ AMDAL, FORMT'LIR UPAYA PEI{GELOLAAI{ LIITGKT'NGAI|

HIDT'P/I'PAYA PEMANTAUAN LIIYGKTII|GAII HIDUP,
DAN SURAT PERITTATAAN KESAITGGI'PAN PEI{GELOLAAN DAI{

PEMAMAUAI LINcKUIvcAJv HIDItp lsppl,l

Pasal 4

(l) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

(21 Jenis rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam la.mpiran II
Peraturan Bu pati ini.

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
AMDAL wa,iib memiliki UKL-UPL.

-j. t
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(4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKLUPL sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dan tercantum dalam Lampiran III Peraturan
Bupati ini.

(5) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi AMDAL
ataupun UKL-UPL wajib membuat SPPL.

BABV
SOSIALISASI

Pasal 5

(1) Pelaku usaha wajib mengadakan sosialisasi kepada para tetangga yang
berbatasan langsung dengan lokasi usaha yang terkena dampak langsung
dari pelaksanaan kegiatan sebelum pelaku usaha mengajukan
permohonan izin gangguan.

(21 Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan
mempertimbangkan besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap
lingkungan.

Untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak yang besar terhadap
lingkungan wajib melakukan sosialisasi dengan melibatkan warga yang
terkena dampak, ketua RT, ketua RW, kepala desa/lurah, Camat,
Kapolsek, Danramil dan Dinas/Instansi terkait dengan bidang usahanya.

Kegiatan dan/atau usaha yang mempunyai dampak yang Lidak penting
terhadap lingkungan maka proses sosialisasi dapat dilakukan dengan
persetujuan tetangga yang disahkan oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat.
Persetujuan tetangga berlaku selama kegiatan usaha masih tetap berjalan
dan tidak dapat diganggu oleh pihak manapun.

Format sosialisasi dan pernyataan persetujuan warga tercantum dalam
lampiran IV Peraturan Bupati ini.
Her registrasi yang dilakukan setiap 3 (tiga) tahun tidak memerlukan
persetujuan dari warga sekitar lokasi tempat usaha.

(8) Kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL/UPL
sslagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

(9) Kegiata.n dan/atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal atau UKL/UpL
namun cukup membuat SPPL sebagaimana ketentuan perundangan yang
berlaku.

Pasal 6

Apabila dalam kegiatan sosialisasi ada warga yang menolak dengan alasan
yang tidak bisa dipertanggungiawabkan, maka akan dilakukan
penelitian/pembuktian secara ilmiah terhadap dampak dari rencana
kegiatan dan/atau usaha.

Apabila dampak yang ditimbulkan masih dalam batas ambang aman bagi
kesehatan dan keselamatan manusia sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku maka proses perijinan dapat ditindaklanjuti.

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(1)

(21

.i$q
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(3) Segala biaya untuk penelitian/pembuktian besar kecilnya dampak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) menjadi tanggungjawab
penanggungjawab kegiatan.

(41 Alasan persaingan usaha tidak dapat diiadikan dasar dalam penolakan
ijin.

BAB VI
PEITGADUAIT

Pasal 7

warga masyarakat yang terkena dampak rangsung dari kegiatan dan/atau
usaha dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada :

a. Kepala Desa/ Lurah atau Camat setempat;
b. Bupati.

Kepala Desa/Lurah atau Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
huruf a, setelah menerima pengaduan dalam waktu selambat-lam bitnva z
(tujuh) hari segera meneruskan kepada Bupati.
Pengaduan masyarakat setelah dilakukan penelitian dapat diterima
apabila :

a. Dampak yang ditimbulkan di atas ambang batas/baku mutu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan;

b. Kegiatan dan/atau usaha tidak sesuai dengan apa yang telah
disosialisasikan kepada masyarakat.

Pasal 8

Pengaduan disampaikan secara tertulis dan memberikan informasi
sekurang-kurangnya mengenai :

a. identitas pelapor;
b. perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. alat bulrti yang disampaikan;
d. lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
e. waktu diketahuinya pencemaran dan/atau perusalan lingkungan

hidup;
f. media lingkungan yang terkena dampak.
Bupati melalui SKPD yang ditunjuk, melakukan kegiatan penanganan
pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan
rekomendasi tindak lanjut verifikasi paling lama 21 (dua puluh satu) hari
keqia sejak diterimanya pengaduan.

Apabila penanggungjawab kegiatan tidak melaksanakan rekomendasi
sesuai ketentuan perundangan maka diberikan Surat Teguran I.
Apabila penanggungiawab menanggapi Surat Teguran I maka dibuat surat
kesepakatan/pemyataan kesanggupan penanggungjawab melaksanakan
rekomendasi sesuai ketentuan perundangan dan berisi kesepakatan wali:tu
penyelesaian permasalahan.

Apabila Surat Teguran I tidak ditanggapi maka dalam 7 (tujuh) hari maka
akan diberikan Surat Teguran II.

(1)

(21

(3)

t4)

r-

(s)

=$/(,
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(6) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari Surat Teguran II tidak dilaksanakan
maka akan dilakukan pencabutan Izin Gangguan.

BAB VII
PROSEDT'R PEI{ERBITAIT IZII| GAITGCIUA"IT

Pasal 9

(1) Penerbitan Surat lzin Gangguan dilaksanakan melalui prosedur sebagai
berikut :

a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai legalitas
secukupnya ditujukan kepada Bupati T\rlungagung c.q Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dilengkapi persyaratan yang telah
ditentukan;

b. Petugas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerima dan meneliti
berkas pengajuan permohonan Izin Gangguan untuk disesuaikan
dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan dilampiri lembar
pengesahan, bila persyaratan sudah lengkap dan benar, permohonan
bisa diproses lebih lanjut dan apabila berkas permohonan belum
lengkap dan benar akan dikembalikan ke pemohon;

c. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengadakan rapat koordinasi
dengan melibatkan tim teknis Bidang Perizinan;

d. Peninjauan lokasi oleh Tim Teknis Pelayanan Perizinan terkait untuk
membuktikan kebenaran keterangan / sesuai informasi permohonan
yang diajukan oleh pemohon dan membuat Berita Acara (BAP) sebagai
bukti telah dilaksanakan peninjauan lokasi dan keberadaan rencana
tempat usaha ;

e. Mengetik konsep Surat Izin Gangguan (HO) berdasarkan rekomendasi
dari Tim Teknis Bidang perizinan;

f. Penelitian konsep Surat lzin Gangguan oleh Bidang Perizinan tertentu
pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

g. Pengajuan konsep surat izin kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu;

h. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menandatangani konsep
Surat Izin:

i. Menyampaikan Surat Izin kepada pemohon setelah lunas membayar
retribusi;

j. Pengambilan surat Izin oleh pemohon.

{21 Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran V Peraturan Bupati ini.

(3) Format Surat lzin Gangguan sslagnimana tercantum dalam l,ampiran VI
Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAIT, PEI{YETORAIT
DAN TEMPAT PEMBAYARAIT RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
dan lunas sekaligus.
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Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain
yang ditunjuk sesuai waldu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

Tempat lain yang ditunjuk sslagaimana dimaksud pada angka 3
adalah Bendahara Penerima pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima pada
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, maka hasil penerimaan retribusi
harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya |X 24 (satu kali dua
puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasa] 11

(1) Pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran berupa SKRD.

(21 SKRD dan tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam
l,ampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PTMBERIAN PEIYGURAI{GAJI, KERIIIGAN/IN

DAI{ PEMBEBASAN RSTRIBUSI

Pasal 12

(l) Wajib retribusi mengajukan permohonan tentang pemberian pengurangan
keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati Tulungagung melalui
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk memproses dan
menerbitkan Surat Izin Gangguan di Kabupaten Tfilungagung.

(21 Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mengeluarkan surat tugas
kepada tim verifrkasi izin gangguan untuk mengadakan penelitian kepada
wajib retribusi baik penilaian fisik maupun administrasi sebagai bahan
pertimbangan Bupati dalam memeriksa pengurangan, keringanan atau
pembebasan Retribusi Izin Gangguan.

Tim yang diberi tugas menyampaikan/melaporkan hasil penelitiannya
kapada Kepala Unit Keq'a yang ditunjuk untuk di verifikasi dan
dipertimbangkan apakah pemahaman tersebut diterima, ditolak atau
diterima dengan syarat.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu segera menerbitkan ketetapan
atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dan
segera menyannpaikannya kepada pemohon.

Isi ketetapan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah diterima,
ditolak atau diterima dengan syarat termasuk ketetapan besarnya retribusi
yang yang harus dibayar.

BA'B X
PENAGIHAIY REIRTBUSI DAIT BEI{TT'I( DOKUMEIY PENAGIIIAN

Pasal 13

(1) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
waktu pembayaran.

(3)
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Penagrhan 5slagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Surat
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib
Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.

Format surat teguran dan STRD tercantum dalam Lampiran VIII dan
L^ampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB XI
TATA CARA PEI{GEMBALIAIT NELEBIIIAI{

PEUBAYARAI{ RETRIBUSI

Pasal 14

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Bupati harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB
harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud angka 1 langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
angka I dilakukan dalam jangka waktu paling larna 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2o/o (dua
persen) sebulian atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran
Retribusi.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud angka I dilakukan oleh wajib retribusi secara tertulis.
Format surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud angka 7 tercantum dalam Lampiran X Peraturan
Bupati ini.

Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dikabulkan oleh Bupati, maka Wajib Retribusi mengambil pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi di Dinas.

(l)
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8AB XII
TATA CARA PTITGITA.PUSAIT PruTAI{G RETRIBUSI

YAITG SUDAII KEDALT'WARSA

Pasal 15

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan pena gih€ur sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi.

(3) Dalam hal penagrhan retribusi telah kedaluwarsa, maka Kepala Dinas
mengajukan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi kepada
Bupati.

(4) Bupati berdasarkan usulan penetapan penghapusan piutang retribusi dari
Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi.

BAB XIII
TATA CARA PEMA"ITFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUITGUTAIT

Pasal 16

(1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan Ijin Gangguan

(21 SKPD pelaksana pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud apda ayat (l) ditetapkan sebesar
5% (lima persen).

(41 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
melalui APBD.

BAB XIV
SA.ITKSI AI'}IUTISTRASI

Pasal 17

(l) Penagihan bunga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang
terutang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo waktu
pembayaran.

(21 Penagihan sebagaimana dimaksud angka I dilakukan melalui Surat
Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis yang diterbitkan oleh
Kepala BPPT.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tduh) hari setelah tanggal Surat Teguran /peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib
Retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
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